
: a. ba11wa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peratoran Oaerah 
Kabupaten Sekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pa1ak Oae,ah, 
maka sesual Ketcntuan BAB II Bagran Kedua:)etas Pata£raf Satv 
Pa~aJ 57 sampai dengan Pas.al 67. perfu dis•Jsun Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 1.!at1 

8angunan. 

b. bahwa atas dasar perumbangan sebagarmana d1maksud pada 
hurur a di atas, Sistem dan Prosedur Pemu.ngutan Bea Peroleha.n 
H:ak Atas Tanah dan Sangunatl tersebut perfu ditetapkan m~alu, 
Peraturan Svpab. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentaog Pembentukan 
Oaerah·daerah Kabupaten dalam linglcungan Provinsi Iawa Sarat 
(Senta Negara Tahun 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 1? Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 42871; 

3 Uodang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang P~be<1dahara.an 
Negara tlembaran Negara: Republik lndon-esia Tahun 2004 
Nomor S, Tambahan ~embaran Negara Repubhk lndoncsa.a 
Nomor 43551; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI 

Mengingat· 

• 

Memmbang 

I TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 1 -· n·1 

BUPATI BEKASI 



4 Undang-Vn<lang NQmor- IO Tahun 2004 teAtallg Pembentukaln 
Peraturan Perundang-uodangan (lembaran Negata Repubfik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan tembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks.aan 
Pengelolaan dan Tangg1Jngjawab Keuang3n Negara (Lemb.a,;,n 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Norn<>< 66, Tambahan 
tembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 

6. Uodang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones.a 
Nomor 4437} sebagaimana tefah diubah beberapa kali te<-akMr 
dengao Uodang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerinrahan Oaerah (Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan t.embara Negara 
Norn or 4844 }; 

7. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Rep.ublik lndonesea 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tenrang. 
Pengelolaan Keuangan Oaerah {Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomo, 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pet1gelo1aan Keu.angat1 Oac,ah sebagaimana telah 
diubah dcngan Peratur"an Menteri oatam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pcraturan Mentefi Datam 
Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan oaerah. 

10. Peraturan Menteri Dal.am Nege·ri Nomor SS Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyvsunan Laporan 
Pertanggungfawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 

11. P.eraturan Oc1erah Kabupaten Bekasi Nomor l Tahun 2007 
tsntang Pokok-pokok Pengekl1aan Keuangan oaerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentaog Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6}; 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasl Noma, 7 Tahun 2009 
tentaf'lg Organisasi Perangk.at Oaerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekasi Tahun 2009 Nomor 7); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten 8ekasi Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Kete-ntuan Umum Perpajakan Oaerah (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Sekasi Tahun 2010 Nomor 7); 

15. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomorl). 

- 



Oaf.am Peraturan Bupau 1r1i ya<1g dimaksud dengan: 

L Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

2.. Peme,intah Oaer;ih adalah Pemerlntah l(abupaten Beka$1. 

3. Bupan adalah Bupati Bekasi. 

4, Satuan Kerja Perangkat Daer ah yang selanjutnya disingJc:at SKPO a-datah Satuan Kerj,a 
yang mempunyai kewenangan di bidang Pajak Oaerah 

5. kcpala Satuan KerJa Perangkat Oaerah adalah KepaJa Satuan l(erja yang mempunya, 
kewenangan di bidang Pajak Oaerah. 

6. Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pa1ak yang dlk.enakan atas 
perofehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebet SPHTB. 

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperotehnva h.ak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau 8ad.1n. 

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengetolaan, beserta bangunan dlatasnva, sebagaimana dimaksud dalam undang­ 
undang di bidang pertanahan dan bangunan 

9. Wajib Pa,ak adalah orang pribadi atau Sadan, mehputt pembavar paja~ pt!:motong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya, hale.. dan kewajman p.erpa)akan sesuai 
dengan ketentuan pcraturan penmdang·undangan perpajakan daerah 

10. Sadan adaJah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuao, ba1k 
yang melakukan usaba meupun yang 11dak melakukan usaha yang met,puti 
perseroan terbatas, perseroan kom.anditer, perseroan lau1nva, badan usaha milik 
negara (SUMN). ateu badan usabe m,hk dae,ah (BUMD} dengan nama dan dalam 
bentuk ape pun, firma, kongsl. koperesl, dana pens,un, persekutuan, perkompulan, 
yayas.an, organisasi massa, organisasi sosial poJitik, ateu organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan tainnya termasuk kontralc investasi kolektif dan bentuJc o.saha 
tetap. 

11. PeJabat Pembuat Akta Tanah/PeJabat lelang, adalah p1hak yang benvenang 
menerbitkan Akta /tlsalah lelang Pemindahan H.ak atas Tanah dan/atau Bangun.n. 

12. Bendahara Penedmaan adalah pejabat fungsloflal yang dit'unjuk untuk menerima, 
menyimpan, menvetorkan, menatausahakan, dan mempe<tanggungj.awabkan u:ang 
pendapatao daerah dalam rangka petaksanaao APBO pada Satuan Kerja Petangkat 
Daerah (SKPO) yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi do bodang pendapatan 
daerah 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEAA TU RAN 8UPATI TENTANG SISTEM DAN PROSE DUR 
PEMUNGUTAN SEA PEJ\OLEHAN HAK AT AS TANAH DAN BANGUNAN 
KASUPATEN 8EKASI 

MEMUTUSKAN, 



(1) Slstem dan Prosedur Pemungutan SPHTB a:dalah rangkaian proses ya.ng ha.rus 
dilakukan dalam menerima, menatausahalcan, dan rnefaiporkan penertmaan Sea 

Perotehan Hak atas Tanah dan Sangunan. 

(2) Prosedvr sebagaimana dlmaksvd pada avat (1) meliputi: 
a. prosedur pengurt.1-san Akta Pemmdahan Hak ates Tanah dan/atau Sangunan; 
b. prosedur penel1t1an/verifikasi Surat Setoran Pajak oae,ah BPHTB (SSPO 8PHT8); 

c, prosedur pembevaran BPHTB; 

d. prosedur pela.poran BPHTB; 

e. prosedur pengutangan; 
f. prosedur pena_gihan. 

(3) Prosedur peogurusan Akta Pemmdahao Hak ata-s Tanah da.n/atau Sangunan 
sebageirnana dimak.sud pada ayat t2} huruf a adatab prosedur penyiapan ratw:angan 

akta pemlndahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekahgus pengh1tungan 8P-tTB 

terutang Wajib Pajak. 

!4) Prosedvr penetitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTS (SSPO BPHTS) sebagaima,,a 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur verifikas, yang d,lakvkan oleh Fvngsi 
Pefayanan pada Satuan Kerja Perangkat Oaerah atas kebenaran dan ltelengk.aipan 

SSPD BPHTB dan dokvmen pendvkungnya 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

lS. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengh1mpunan data obyek 
dan subyek pajak. penentuan besarnva pajak yang terutang s.ampai keg~atan 

penagrhan paJak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan a.datah dokumen legal 
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau ba.ngunan dan satu pJhak ke pihak 
lain 

13 Bendaharn Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menenma, meny1mpan, menyetorkan, meflataus.ahakan, dan mempertanggung· 
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pel.aksanaan APSO pada unit kerja 

SKPD 

14. sank atau Tempat Lain yang d1tunjuk adalah pihak lcet,ga yang menerima 

pembayaran BPHTS 1eru1ang dan Wajib PaJak. 

15. Ookumen terkau Perolehan Hak atas lanah dan/atau 8.angunan adalah dokumetl 
yang menvatakan telah tcrjadinya pemindahan hak atas kepemil,kan tanah 
dan/atau bangunan. Ookumen ·ini dapat berupa surat perja.njian,. dokumen juat beh. 
surat hibah, surat waris, dan la1n·lain yang memiliki kekuat.an hukum. 

16-. Surat SE:'to,an PaJak Oaera:h untuk 8PHT8, ya:ng sela.n,utnya dismgkat SSPD 8PHT6. 
adalah Surat ',·ang oleh Wajib Pajak d,gunakan uotuk melakukan pernbavaran ata.u 
penvetoran paJak terutang ke Kas Oae,ah atau tempat lain yang dite1apkan oleh 
Bupatt dan sekaligus untuk melaporkan data peroleben hak ares ta.nah dan/atau 
bangunan. 



(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penehuan aras obJel< pa1ak 
yang haknya dialihkan. 

Pasa14 

ll) Wajib Pajak men.gurus Akta / Risalah Lelang Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan melalul Pcjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat lelang sesu-ai 
peraturan perundaogen. 

Sagian Pertama 
Pen.gurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

BAB Ill 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 8PHTB 

Pasal 3 
(1) Untuk melaksenakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dala.m Pasaf 2, 

satuan Kerja Perangkat Oae(ah yang mempunyai tugas, pokok dan fun_gsi di b1dang 
pendapatan harus mempersiapkan fungsi yang dibu(uhkan, meliputi: 
a. fungsi pelayana.n; 
b. fungsi data dan informasi; dan 
c. fungsi pembukuan dan pelaporan. 

(2) Fungsi pelayanan sebaga!mana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan 
lnterakst dengan wajib p.ajak dalam rahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperu 
dalam proses penelitian, validasi SSPO BPHTB. 

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertug_as 
untuk mengetola database terkart objek pajak. 

t4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) huruf c. 
bertugas untuk ,neny,apkan laporan Reallsasi Penerimaan BPHTB berdasatk.an data 
dan laporan dari Benk atau Bendahara Penerimaan . 

• 

(Sl Prose<tur ~b.t1~-,, &PFffB s.ebaga_rmana d1mai..sud pada ayat t2J nuruf « ad.al.ill"! 
prosedur pe.mb~aran paJaft tenitan:g ya:ng d,la-fcukan oleh wa,,b Pa,ak densao 
menggun.-.kan SSPD BPHT!l, 

t6'1 Prosedur pelaporan Sea Perclettan Hak aras Tanah dan ~ngunan sebagarmana 
(hm.aJ.s-ud pada ayal 12) huruf e adaJah prosedcr pelap<>tan realtS.ast pener,maan 
8PH.19- da,, ;:ielapoean yang ddakuka11 Pe1abat Pembuat Akta Ta,nah atas seuap a:kta 

perahhan hak vang telah dttE!tbitkan 
l7) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebaga1mana dirnaksud pada ayot 

(2) huruf e adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan 
pengLH"angan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajalc. 

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan SPHTB, Surat Ketetapan Pajak D':lerah Kur:ing 
Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPOKBlJ, 
<tan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f c1dalah prosedur 
penetaoan Surat Tagihan Pajak Oaerah BPHTB, SKPOK8 BPHTB, SKPDKBT BPHTB, dan 
Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah. 

j 



Pasal9 

fl) FungSi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan lapor-att BPHTB berdasarkan 
doxumen-dokumen dao Sank dan/atau Bendahara Pe.ner,maan dan/atau P-PAT. 

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima taporan penerimaan SPHTB dari Sank 
yang Oitunjuk/ Bendahara Penerimaan pahng lambat pada tanggat 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

- Bagian Keempat 
Pembukuan dan Pelaporan BPKTB 

Pasal8 

(lJ Pernbukuan dan Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh !lendah)r.l PQnQrim~. 
(2} Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan 1nfotmas, tentang realisasi 

penerimaan 8PHTB sebag:ai bagian dari Pendapata.n Asli Daerah {PAO). 

Bagfan Ketiga 
Pembayaran BPHTB 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak melakukan pembavar-at1 BPHTB terutang dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak Oaerah BPHTB. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oteh Wajib PaJcl1t melah• 
Bank atau Tempat Lain yang Oitunjuk atau Sendahara Penenmaa.n pada Satoan KeC)a 
Perangkat Oacrah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan. 

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oteh Wajib Pajak adalah sebagaimaniJ te,cantum dalam 
lamplran Ill yang tidak terpisahka11 den Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Penelitian SSPO BPHTS 

Pasal 6 
l) t Setiap pembavaran BPHTB wajib diteliti dan divaf1das1 oleh fon~ Pelayanan. 

f2} Penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebenaran informa-s~ yang tercantum dalam SSPO BPHTS; dan 
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPO BPHTB. 

(3) Bila dipandang pertu, penelitian s~bagaimana dimaksud pad a ayat f 1) d1s.enai det1gan 

pemeriksaan lapangan 
(4) Validosi sebagaimana d,maksud pada ayat (!) dilakukan oleh Pejabat yang d;tunjuk 

oteh 8upati. 
(Sl prosedur pcnelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran II yat1g tidak terpisahksn dari Pe,aturan Su,pau im. 

Pasal 5 
, l I W.a)1b PaJak men-gh.tung.da.n meng?Si Svrat Setocan Pa_ia.c Oa-erah BPtiTB. 
f21 Prosedur pengunrsan Akta Pem,n-dah:an kak atas Tanah dan/atau 8angunan adalah 

sebagarmana tercanturn aatam lamp,ran I ya-ng vdak terptsahkan dari Peraturan 
8t1pat1 in, 

• 



(2) Fasilitasi sebagaunana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan. 
menyempumakan lampiran·lamp,ran sesuai dengan k:etentuan perunda.ng·undangan. 

metaksanakan sosiahsasi, supervlsr dan bimbingan teknis serra memberil:an a~stens, 

untuk kelancaran penerapan peraturan Supati ini. 

{1) Kepala S.atuan Kerja Perangkat Oaetah melakukan fa.sihtasi Pelaksanaan Peratur-an 

Bupati ini. 

BAB IV 
FASIUTASI 

PasallZ 

Bagian Keenam 
Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasat 11 
[I) Pengurangan BPHTB d,ajuloln oleh Wajib PaJak dan disampaikan kepada FungSI 

Pela.yanan untuk diteliti. 

(2) Pengurangan BPHTS ssbagalmana dimak.sud dalam avar (1) dit.aksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang ber1aku 

(3) Tata care pengurangan BPHTB adalah sebagaim.ana tercantum dalam tamp1ran V1 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

13) STPO dan/atau SKPO scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutr dengan Surat 

Ieguran dan/atau Surat Paksa jika dipedukan. 

(4) Prosedur penaglhan SPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang hdak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 10 

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menaglh P8HTB tennang yang belum drbayar 

oleh Wajib Pajak. 

(2} Pros{)dur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksariaka.n melalu1 

penetapan Surat Tag,han Pajak Daerah {STPO) dan/atau Surat Ketetapan PaJak 

Oaerah Kurang Bayar {SKPOKS) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pa,ak Oaerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKPOKBT) BPHTB. 

Bagian Kelima 
Prosedut Penagihan 8PHT8 

3) Pe1abi'!t Pe-m.bu.it ,,_._.u Tanah membuat Laporan Sula:nan Peoerb,tan Akta 
Pem1.ndah.ln Ha\. ~ta<S Tanc1h dan/atau Sar.gunan pafing lambat pada tangg.at 10 bulan 

henkvtn't.4 

.4/ Prosedur pembukuan dan pelaporan SPHTB adaiah sebegarmana terc.antum dalam 
lampiran IV yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini. 



- 

- 
Oitetapka-n di dkara:ng Pusat 
pada tanggal "'R.-~ _ •• 

f· 1' BUPATI 51?'. 

Agar setiap orang mengeta,huinya, memerintahkan pengundang-a.n Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Oaerah kabupaten Bekasi. 

8A8V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai b-erlaku sejak tanggal dlundangkan. 


